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ABSTRAK 

Dengan putusan bebas yang diberikan kepada Joko Soegiarto Tjandra dalam 

kasus tindak pidana korupsi, Jaksa Penuntut Umum berupaya secara hukum untuk 

memperjuangkan kepentingan masyarakat untuk sebuah hasil putusan yang 

berkeadilan terhadap seorang koruptor dengan menerapkan unsur-unsur yuridis 

sebagai dasar penolakan putusan bebas tersebut dan mengupayakan sebuah 

peninjauan kembali melalui lembaga pengadilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis: (1) 

kekuatan pembuktian catatan penjelasan dalam upaya hukum luar biasa peninjauan 

kembali yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, (2) dasar pertimbangan hakim dalam 

keputusan mengadili kembali terdakwa Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Nomor 

12 PK/Pid.Sus/2009, (3) hambatan hakim dalam menerima upaya peninjauan kembali 

terhadap putusan bebas perkara tindak pidana korupsi. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang 

digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang 

diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh 

pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang 

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Demi tegaknya hukum 

dan keadilan, bahwa dalam hal terjadi kekhilafan yang nyata oleh Hakim dan adanya 

bukti baru (Novum) yang membuktikan kesalahan seorang yang telah di putus bebas 

atau lepas maka untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi korban 

tindak pidana Jaksa Penuntut Umum selaku pihak yang mewakili kepentingan 

umum/negara berhak mengajukan peninjauan kembali. Bahwa KUHAP tidak secara 

tegas melarang jaksa penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum peninjauan 

kembali. (2) Pertimbangan hakim pada putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 

menimbang alasan-alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Jaksa Penuntut Umum 

bertalian dengan dasar diajukan permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana 

disebut dalam Pasal 263 ayat 2 huruf c KUHAP, yaitu putusan itu jelas 

memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dapat 

dibenarkan. (3) Celah hambatan yang memang masih menjadi persoalan bagi 

Mahkamah Agung terkait Peninjauan Kembali. Hambatan tersebut berupa implikasi 

yuridis penggunaan upaya hukum peninjauan kembali pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi No.34/PUU-XI/2013 yang mana dalam putusan tersebut pertimbangan 

hukumnya MK memberikan penjelasan konstitusional terkait dengan pembatasan 

pengajuan Peninjauan Kembali. 
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ABSTRACT 

With the free verdict given to Joko Soegiarto Tjandra in the corruption case, 

the public prosecutor tried legally to fight for the interests of the public for a just 

decision against a corruptor by applying juridical elements as the basis for rejecting 

the acquittal and seeking a review. back through the highest court, namely the 

Supreme Court. 

This study aims to determine, review and analyze: (1) the evidentiary strength 

of the explanatory notes in the extraordinary legal remedy for the review submitted 

by the Public Prosecutor, (2) the basis for the judge's consideration in the decision to 

retry the accused of Corruption in Decision No. Pid.Sus / 2009, (3) barriers to judges 

in accepting attempts to review corruption case free decisions. 

The approach method used in this research is sociological juridical. This 

research specification is descriptive analytical. The data sources used are primary 

data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from 

the first source and has not been processed by other parties. Meanwhile, secondary 

data is obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary 

legal materials and tertiary legal materials. 

Based on the results of the research it can be concluded: (1) For the sake of 

upholding law and justice, that in the event of a real mistake by the Judge and new 

evidence (Novum) that proves the guilt of a person who has been released or released, 

it is to enforce the law and provide justice for victims of criminal acts The public 

prosecutor as the party representing the public / state interests has the right to file a 

review. Whereas the Criminal Procedure Code does not expressly prohibit the public 

prosecutor from filing a legal reconsideration effort. (2) The judges' consideration in 

the decision Number 12 PK / Pid.Sus / 2009 shall consider the reasons for the 

reconsideration submitted by the public prosecutor in relation to the filing of a 

request for reconsideration as referred to in Article 263 paragraph 2 letter c of the 

Criminal Procedure Code, namely the decision clearly shows a Judge's mistake or an 

obvious mistake can be justified. (3) The gap in obstacles is still an issue for the 

Supreme Court regarding Reconsideration. These obstacles are in the form of 

juridical implications of using legal remedies for judicial review after the 

Constitutional Court Decision No.34 / PUU-XI / 2013, in which the Constitutional 

Court's legal considerations provide a constitutional explanation regarding restrictions 

on filing a judicial review. 
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